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ABSTRACT 

 

This study aims to prove whether regulations, budget implementation, and the use of 

information technology affect the delay in the absorption of the covid-19 budget. The 

population in this study is the Local Government Agency in the Riau Provincial 

Government. The sampling technique used is purposive sampling. Data was collected 

using a questionnaire survey sent to respondents. 73 questionnaires were sent, and a 

total of 68 respondents participated in this study. The results of data analysis using 

SPSS software version 25.00 show that regulation does not affect delays in the 

absorption of the COVID-19 budget, while budget implementation and the use of 

information technology affect the absorption of the COVID-19 budget, while regulation 

does not affect delays in the absorption of the Covid-19 budget. 

 

Keywords: Covid-19 Budget Absorption, Regulation, Budget Execution, Utilization of 

Information Technology. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Apakah regulasi, pelaksanaan anggaran dan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan 

anggaran Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) pada Pemerintah Provinsi Riau. Teknik Sampling yang digunakan adalah 

Purposive Sampling. Data dikumpulkan dengan cara survei kuesioner yang dikirimkan 

kepada responden. 73 kuesioner yang dikirimkan sebanyak 68 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil analisis data dengan menggunakan software 

SPSS versi 25.00 menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap 

keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19, sedangkan pelaksanaan anggaran dan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Covid-19 

sedangkan regulasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran 

Covid-19. 

 

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran Covid-19, Regulasi, Pelaksanaan Anggaran, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 
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PENDAHULUAN 

PandemiiCovid-19i yang terjadii di awal tahuni 2020 berdampak erhadap 

tatananan pemerintahan termasuk perubahan anggaran. Presiden itelah 

menginstruksikanikepada seluruhiKementerian/Lembagai (K/L) dan daerah iuntuk 

melakukan refocusingianggaran bagiidana kesehatan, bantuanisosial (bansos) dan 

mendukung iusaha khususnyaiUMKM (Kemenkeu.go.id, 2020). Skema anggaran 

yang digunakan sebagian besar berasal dari belanja tidak terduga, selain   dialokasikan   

pada   belanja   langsung.   Penanganan   dampak   Pandemi   Covid-19 merupakan hal 

yang urgen dan harus segera ditangani. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan dampak yang ditimbulkan harus sesegera mungkin dilaksanakan.  

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pasal 5 kepala SKPD dapat 

mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk dan menangani dampak 

penularan Covid-19 paling lama 1 hari ke PPKD selaku Bendahara UmumiDaerah 

(BUD) dapatimencairkan BTTikepada kepala perangkat daerah paling lambat 1 hari 

sejak diterimanya RKB tersebut. Berdasarkan data LaporaniRealisasiiAnggaran (LRA) 

Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun yang berakhir sampai dengan 9 September 

2020, anggaran untuk belanja tidak terduga yaitu Rp118.566.426.155,27 dan baru 

terealisasi Rp 25.253.020.161,00 atau pencapaian anggarannya baru 21,30%. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk penaganan covid 19 masih 

mengalami keterlambatan (sumber:  BPKAD Provinsi Riau). 

Keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh regulasi yang masih 

belum siap. Ketidakjelasan regulasi menyebabkan pelaksanaan anggaran mengalami 

kendala sehingga terjadi keterlambatan penyerapan anggaran. Penelitian  

Widianingrum et al (2017), Ramadhani & Setiawan (2019) dan Rulyanti et al (2018) 

menemukan ibahwa regulasi merupakani faktor  yang mempengaruhi penyerapan 

anggaran, akan tetapi hasil penelitian Rifai et al., (2016) dan Sanjaya (2018) 

menemukanisebaliknya, bahwairegulasiitidak berpengaruhiterhadap penyerapan 

anggaran. Selain regulasi, pelaksanaan anggaran dapat menjadi 

faktoriyangimempengaruhi penyerapanianggaran Covid-19.  

Pelaksanaanimerupakan aktivitasiusaha-usaha yang dilaksanakaniuntuk 

merealisasikaniisemua rencana danikebijakan yangitelah dirumuskanidan ditetapkan 

(BPKP, 2011). Proses pelaksanaanianggaran terdiriidari persoalan-persoalan dalam 
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internalisatuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (BPKP, 2011). Penelitian 

(Kuswoyo, 2011) (Sukardi, 2012) (Ramdhani & Anisa, 2017) (Gagola et al., 2017) 

memberikan ihasil bahwaipelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikani 

terhadap penyerapan anggarani. Namun hal berbeda ditemukan dalam penelitian Rifai 

et al (2016) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap 

keterlambatan daya serap anggaran. 

Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat berpengaruh dalam penyerapan 

anggaran Covid-19. Teknologi informasi membantu pemerintah dalam melakukan 

pendataan terhadap masyarakat serta UMKM yang memperoleh bantuan Covid-19. 

Tidak adanya data yang akurat dapat menyebabkan terkendalanya penyaluran anggaran 

Covid-19 (Basri & Gusnardi, 2021). Hasil penelitian  Kuncoro (2013) menunjukkan 

bahwaipenerapan teknologiiinformasi yaitu aplikasiiSiPP (Sistem Pemantauan Proyek) 

mempengaruhiipenyerapan anggaran. Penyerapanianggaran lebih tinggiisetelah 

mengunakaniaplikasi sistem pemantauan  proyek.Hal ini didukung oleh penelitian 

Juliani (2017) dan Mantiri et al (2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja anggaran. 

Penelitian ini   dimotivasi oleh rendahnya penyerapan anggaran Covid-19 pada 

Pemerintah Provinsi Riau. Kasus pandemi Covid-19 telah berdampak pada tatanan 

pemerintahan termasuk padai penganggaran pemerintah. Keterlambatanipenyerapanii 

anggaran dapat mengakibatkanikerugian secarai ekonomis terahadap keuangan 

pemerintah dan menyebabkan idle cash.   Oleh sebab itu masalah ini menarik untuk 

dikaji. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menguji pengaruh regulasi, 

pelaksanaanianggaran, dan pemanfaatani informasi terhadap penyerapanianggaran 

Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau dipilih sebagai 

objek penelitian didasarkan pada permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya 

penyerapan anggaran Covid-19 sampai pada triwulan ke 4, hal ini menunjukkan 

penyerapan anggaran mengalami keterlambatan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Stakeholder 

Menurut Freeman dan Reed, 1983 dalam (Ulum, 2009) Teori Stakeholder adalah 

“Any indentifiblei group oriindividual who can ithe achievement of ani organization’s 
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objectives, or isiaffected by theiachievement of an organization’s objectives”. 

Teoriistakeholder merupakani sekelompok orangiatau individuiyang diidentifikasikan 

imempengaruhiidan dapat dipengaruhi olehisuatuipencapaian tujuanitertentu. Para 

pemegang saham, para supplier, bank, para customer, pemerintah dan komunitasiyang 

memegangiperanan pentingidalamiorganisasi berperanisebagaiistakeholder.  

Sebagai pemangku kepentingan (stakeholder), pemerintah berperan penting 

dalam kemajuanisuatu daerah, dan diharapkanimampuimelaksanakan pembangunan 

secara konsisten dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan 

pemerintah dalam mengelolaianggaran yangiada untukikepentingan rakyat di suatu 

daerah menentukan kemajuan daerah tersebut. Tentu saja, mewujudkannya sulit. Oleh 

karena itu, pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam menggunakan 

kewenangan, layanan, dan strategi untuk mengatasi masalah yang muncul di daerah. 

Penyerapan anggaran akan cepat bahkan hingga akhir tahun jika anggaran digunakan 

secara efektif, produktif, dan murah. 

 

Pengaruh Regulasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Covid-19 

Regulasi ipublik adalah iketentuan yangi harus dijalankani dan dipatuhi. 

Dalamiproses pengelolaaniorganisasiipublik, baik padaiorganisasi pemerintahipusat, 

pemerintahidaerah, partaiipolitik, Yayasan, LSM, organisasiikeagamaan, 

maupuniorganisasi sosialilainnya. Permasalahan iregulasi  ini  terkait idengan  

peraturan ipemerintah  pusat imaupun iperaturan daerah, dimanaipermasalahannya 

terjadiimengenai pergantianiregulasi, sehinggaiperubahan regulasiiterjadi 

menyebabkanipenyerapan anggaranimenjadi terganggu (Ramadhani & Setiawan, 

2019). 

Regulasiitermasuk salah satu yangimenyebabkan terjadinya keminiman dalam 

hal penyerapan belanja. Banyaknya aturan-aturan yang berubah-ubah secara cepat 

menyebabkan sebagian pelaksanaan anggaran mengalami kendalaidalam 

melaksanakan kegiatannya. Di masa Covid-19 regulasi berubah dengan cepat yang 

menyebabkan ketidaksiapan pemerintah dalam merealisasikan anggaran untuk 

penanggulangan Covid-19, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerapan 

anggaran. Hasil penelitian (Ramadhani & Setiawan, 2019) (Widianingrum et al., 2017) 
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(Ramadhani & Setiawan, 2019) (Rulyanti et al., 2018) menunjukkanibahwa regulasi  

berpengaruhiiterhadap penyerapanianggaranibelanja.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19 

 

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran 

Covid-19 

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap penggunaan sumber daya yang telah 

dianggarkan. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD setelah Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pasal 5, 

pelaksanaan anggaran Covid-19 dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga dapat 

dilakukan dalam waktu 1 hari setelah RKB diajukan kepada PPKD. Dengan prosedur 

ini penyerapan anggaran Covid-19 dapat direalisasikan sesegera mungkin. 

Menganai pelaksanaan anggaran juga diteliti oleh  Sukardi (2012), Ramdhani & 

Anisa, (2017) dan Gagola et al., (2017) yang  menunjukkan bahwaipelaksanaan 

anggaraniberpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka 

dihipotesiskan: 

H2: Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap keterlambatani penyerapan 

anggaran Covid-19 

 

PengaruhiPemanfaatan TeknologiiInformasi terhadap Keterlambatan Penyerapan 

Anggaran Covid-19 

Teknologi informasi saat ini semakin berperan yang signifikan dalam 

organisasi/instansi.  Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya akses informasi dari 

satu pihak ke pihak lainnya. Menurut (Warsita, 2014) teknologi informasi adalah 

sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk 

memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, 

dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi Informasi menjadi salah satu yang 

mempengaruhiiketerlambatan penyerapan anggaran Covid-19. Tidak tersedinya 

teknologi informasi yang memadai menyebabkan tidak tersedianya data yang akurat 

pihak pihak yang terdampak Covid-19.  
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Pendataan masyarakat serta UMKM yang menerima bantuan Covid-19 harus 

dilakukan Kembali sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan penyaluran dana 

Covid-19. Hasil penelitian   (Tofani et al., 2020)  menunjukkan bahwa teknologi informasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap keterlambatan penyerapan 

anggaran Covid-19  

 

METODE PENELITIAN 

PopulasiidaniSampel 

Populasi dalamipenelitian ini adalah OrganisasiiPerangkat Daerah (OPD) pada 

pemerintah provinsi Riau.  Pengambilan sampel dalamipenelitian ini dilakukanidengan 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria adalah OPD yang memproses dana 

Covid-19. Berdasarkan idata yang diperoleh dari BadaniPengelola Keuanganidan Aset 

Daerah (BPKAD) OPD imenggunakan danaiCovid-19 berjumlahi10 Organisasi 

Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi  

Riau yang menggunakan Dana Covid 19 

No. Nama Organisasi Perangkat Daerah Jumlah Responden 

1. Dinas Kesehatan Provinsi Riau 7 
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Riau 

7 

3. Badan Penghubung Provinsi Riau 7 
4. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah 7 

5. Sekretariat Daerah Provinsi Riau 7 

6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 7 

7. Inspektorat 7 

8.  RSUD Arifin Achmad 8 

9. RSUD Petala Bumi 8 

10. Rumah Sakit Jiwa Tampan 8 

 Jumlah 73 

Sumber:BPKAD Provinsi Riau 

Responden dalam penelitian ini adalah iKepala Dinas/ Badan/iRSUD, 

KepalaiSubiBagian perencanaan, Kepalaisub BagianiKeuangan, 

PejabatiPembuatiKomitmen (PPK), Pejabat PelaksanaiTeknisiKegiatan (PPTK), 

BendaharaiPenerimaan dan Pengeluaran, Koordinator teknologiiinformasi peneliti 
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menyebarkan 7-8 kuesioner kepada masing-masing OPD Provinsi Riau dikarenakan 

beberapa OPD memiliki 2 bendahara, sehingga total kuesioner yang akan disebarkan 

adalah 73 kuesioner. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitianiini data diperoleh dengan menyebarkan kepada masing-

masingiorganisasi perangkat daerahidengan cara mengantarilangsung dan ada melaluii 

google form ke setiap OPD Provinsi Riau. 

 

Definisi Operasional  

Berikutiadala operasionalisasiivariabel yang diukurimenggunakan SkalaiLikert 

denganiskor 5 poin, mulai dariipoin 1 sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 

sangatisetuju, 

Tabel 2. Instrumen Penelitian 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. Regulasi 

 (X1) 

Regulasi atau peraturan 

mengandung arti kaidah yang 

dibuat untuk mengatur, petunjuk 

yang dipakai untuk menata sesuatu 

dan ketentuan yang harus 

dijalankan serta dipenuhi 

1. Tumpang        Tindih Regulasi 

2. Sosialisasi Regulasi 

3. SOP 

(Rifka, 2019) 

Interval 

2. Pelaksanaan 

Anggaran 

(X2) 

Pelaksanaan merupakan aktivitas 

usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk merealisasikan semua 

rencana dan kebijakan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan 

1. Persoalan-persoalan yang 

terjadi dalam internal satker 

2. Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Mekanisme Pembayaran 

(Sasmita dkk, 2020) 

 

Interval 

3. Pemanfaatan           

Teknologi 
Informasi 

(X3) 

perpaduan antara teknologi 

komputer dan telekomunikasi 
dengan teknologi lainnya seperti 

perangkat keras, perangkat lunak, 

database, teknologi jaringan, dan 

peralatan telekomunikasi lainnya. 

Selanjutnya, teknologi informasi 

dipakai dalam system informasi 

organisasi untuk menyediakan 

informasi bagi para pemakai dalam 

rangka pengambilan keputusan 

1. Manfaat aplikasi 

2. Kemudahan Penggunaan 
3. Konektivitas Jaringan 

(Tofani et al., 2020) 

Interval 

4 Keterlambatan 

Penyerapan 

Anggaran 

(Y) 

merupakan pencapaian dari suatu 

estimasi yang hendak dicapai 

selama periode waktu tertentu 

dipandang pada suatu saat tertentu 

1. Proporsional penyerapan 

anggaran 

2. Penumpukan Kegiatan 

3. Persentase serapan anggaran 
(Tofani et al., 2020) 

 

 

Interval 

Sumber: Data Olahan 2021 
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MetodeiAnalisisiData 

Dalam penelitian ini, metodeipengujian iuji analisis regressiilineariberganda, 

uji statistikideskriptif, uji kualitas datai dan uji asumsii klasik dengan menggunakan 

alat istatistik program SPSS versi 25.0. Model uji analisis regressii linear bergandai 

adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana: 

Y  : Penyerapan anggaran Covid-19  

Α  : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi 

X1  : Regulasi 

X2  : Pelaksanaan anggaran 

X3  : Pemanfaatan Teknologi Informasi  

E  : Error 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

TingkatiPengembalianiKuesioner 

Totalikuesioner yang 73 kuesioneriyangidisebar, kuesioner yangikembali adalah 

sebanyaki70 kuesioner dan kuesioneriyang dapatidiolah adalah 68ikuesioner. Jadi 

tingkat pengembalian kuesioner sebesar 85%. Berdasarkan kuesioner yang 

dikumpulkan diperoleh karakteristik responden tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Karakteristik Responden 

LamaiBekerja Jumlah Persentase (%) 

<25 7 10,3% 

26-35 21 30,8% 

36-50 34 50% 

>50 6 8,9% 

Total 68 100% 

JenisiKelamin Jumlah Persentase (%) 

Pria 26 38,3% 

Wanita 42 61,7% 

Total 68 100% 

TingkatiPendidikan Jumlah Persentase (%) 

SMA 0 0 

D3 0 0 
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S1 49 72,1% 

S2 19 27,9% 

S3 0 0 

Total 68 100% 

Usia Jumlah Persentase (%) 

< 10 Th 12 17,6% 

11-20 Th 27 39,7% 

21-30 Th 16 23,5% 

>30 Th 13 19,2% 

Total 68 100% 

Sumber: Olahan data peneliti 

 

Hasil statistiki deskriptif 

Statistik deskriptifiuntuk melihatigambaran dataiyang terdiriidari mean, 

standar deviasi, tingkaticapaian responden danikoefisien sertaimemberikan 

interpretasiianalisis tersebut. Hasil statistik deskriptif dapatidilihat padaiTabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Regulasi 68 9.00 15.00 12.9853 1.45061 

Pelaksanaan 68 7.00 15.00 11.8235 1.59234 

Anggaran 68 19.00 37.00 30.5294 4.46369 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

68 12.00 23.00 19.4412 2.10460 

Penyerapan anggaran covid-

19 

     

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS 

Berdasarkanipengujian statistikidi atas, dapatidilihat sebarani data tidak 

terlaluibesar karenaistandar deviasinyailebih kecili dari nilai rata-rata. 

 

Hasil Uji Validitas 

Uji validasi dimaksudkan untuk mengetahui instrumen dalam mengukur apa 

yang hendak diukur. Kuesioner yangikembali dan yang dapatidiolah 68 eksemplar. 

Untuk melihat validitas dariimasing-masing itemikuesioner digunakan 

correctediItem-TotaliCorrelation. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka dikatakanivalid. R 

tabeliuntuk n = 68 adalah 0.2012. Berikut ini merupakan nilai Corrected Item- 
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TotaliCorrelationiyang terdapat pada item pernyataan tiap variabel pada Tabel 4 dari 

masing-masing instrument. 

Tabel 5. Uji Validitas 

No Variabel Person R-tabel Keterangan 

1 Penyerapan Anggaran 0.531 - 0.756 0.2012 Valid 

2 Regulasi 0.792 - 0.857 0.2012 Valid 

3 
Pelaksanaan 

Anggaran 

0.733 - 0.809 

 

0.2012 

 
Valid 

4 
Pemanfaatan Teknologi  

Informasi 

0.524 - 0.833 

 

0.2012 

 
Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan   Tabel   5.   di atas   dapat   dilihatinilai   terkeciliCorrected Item- 

Total Correlation untukimasing-masingiinstrumen yaitu lebih dari 0.2012. Instrumen 

regulasi (X1) diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation sebesari 0.792, untuk 

Pelaksanaan Anggaran (X2) adalah sebesar 0.733, dan untuk Pemanfaatan Teknologi 

Informasi(X3) adalah sebesar 0,524. Jadi dapat dikatakanbahwa semua item 

pernyataan variabel X1, X2, dan X3 adalah valid. 

 

Hasil Ujii Reliabilitas 

Ujii reliabilitas adalah alatiuntuk mengukurisuatu kuesioneriyang merupakan 

indikatoridari variabel. Suatu kuesioneridikatakan reliabel iatau andal ijika jawabani 

seseorangi terhadap pernyataani adalah konsisteni dari waktu kei waktu, untuk 

imengatahui reliabeliatau tidaknya suatuiveriabel dilakukan uji statistikidengan 

melihatinilai Cronbach’s Alpha. 

Tabel 6. Uji Reliabilitas 

Instrumen Variabel Nilai Cronbach 

 

Alpha 

Keterangan 

Penyerapan Anggaran 0,663 Reliabel 

Regulasi (X1) 0,745 Reliabel 

Pelaksanaan Anggaran (X2) 0,623 Reliabel 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) 0,872 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021 

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa semuaivariabel 

mempunyaiiCronbach Alpha memilikii nilai idi atas 0.60 jadi dapat dikatakanisemua 

konsep pengukuranipada masing-masingivariabel dari kuesioner adalah reliabel 

(Ghozali, 2013).  
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Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 25 

terdapat pada Tabel 7 adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Uji Regresi Berganda 

Variabel B Std Error Beta-t T Sig 

(Constant) 8.617 3.722  2.315 .024 

Regulasi 117 170 081 687 .494 

Pelaksanaan Anggaran 411 154 311 2.666 .010 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 146 056 309 2.596 .012 

a. Dependent Variabel: Penyerapan Anggaran Covid-19 

 

Pengaruh Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Covid-19 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah regulasiiberpengaruh terhadap 

keterlambatanipenyerapani anggaran Covid-19. Berdasarkan pada hasil analisis 

statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak dan 

disimpulkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan 

anggaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai 

signifikan 0,494 > 0,05 dan koefisien β bernilai positif yaitu 0,117. Hasil 

penelitianimenunjukkan bahwa regulasi tidak mempengaruhiiketerlambatan 

penyerapan anggaran.  

Menurut  penelitian Basri & Gusnardi (2021), beberapa OPD yang tidak 

melakukan pencairan anggaran Covid 19 disebabkan bahwa OPD masih memiliki 

anggaran yang dapat digunakan sehingga pada awal periode terjadinya Covid 19, OPD 

tersebut tidak melakukan pencairan anggaran Covid 19. Namun pada akhir periode 

anggaran tersebut tidak mencukupi, barulah OPD melakukan pencairan anggaran 

Covid. Sejalan ipenelitian yang telahidilakukan oleh Rifai et al (2016) yang 

menemukan regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.  

 

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran 

Covid-19 

Hipotesisikedua dalam penelitianiini adalahipelaksanaan anggaran berpengaruh 

terhadap keterlambatanipenyerapan anggaran covid-19. Berdasarkanipada 
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hasilianalisis statistik dalamipenelitian menunjukkan hipotesis kedua (H2) diterima 

danidisimpulkan bahwa pelaksanaan anggaraniberpengaruh terhadap ianggaran 

Covid-19.  Hal iniidapat dilihatidari hasil pengujianisecara parsial nilaiisignifikansi 

0,010 < 0,05 dan koefisien β bernilaiipositif yaitu sebesar 0.411. Hal ini berarti 

semakin baik pemerintah dalam melakukan pelaksanaan anggaran maka tingkat 

penyerapan anggaran Covid-19 juga semakin baik.  

Mendukung teori ibahwa pemerintah harus dapat bertanggungjawab kepada 

stakeholder yaitu masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah sehingga 

keterlambatan penyerapan anggaran dapat diminalisir. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu oleh Jauhari (2017),  Sukardi (2012), Ramdhani & Anisa 

(2017) dan Gagola et al (2017)  bahwa  ipelaksanaan   anggaran ipositif dan 

signifikaniterhadapipenyerapan anggaran. 

 

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterlambatan 

Penyerapan Anggaran Covid-19 

Hipotesis ketigaidalam penelitianiini adalah pemanfaataniteknologi informasi 

berpengaruhiterhadap keterlambatan penyerapan anggaraniCovid-19. 

Berdasarkanipada hasil analisisistatistik menunjukkan bahwaihipotesis ketiga (H3) 

diterima dan disimpulkan bahwa pemanfaatan   iinformasi   berpengaruh positif   

terhadap penyerapan anggaran Covid-19. Hal iniidapatidilihat dari hasil 

pengujianisecara parsial nilai i0.012 < 0.05 dan koefisien βibernilai positifiyaitu 

0.146. Pemanfaataniteknologi informasii berpengaruh terhadap keterlambatani 

penyerapan anggaran Covid-19.   

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu ketersediaan data yang lebih 

akurat. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan secara optimal juga 

mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan di masa pandemi Covid-19 ini, 

sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi makaiakan semakin dapat 

meningkatkan penyerapanianggaran Covid-19. Hasil penelitian ini berkaitan dengan 

teori stakeholder yang memiliki persepsi kemanfaatan. Persepsi atas manfaat 

penggunaaniteknologi akan meningkatkanikinerja pengguna.  
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Persepsi kemudahan penggunaan dapat meningkatkan kepercayaan individu. 

P enggunaaniteknologi dapat membantu individu dalam menyelesaikanipekerjaan. 

Teori ini juga didukung oleh Ghozali dan Chairiri (2007: 409) yang 

menjelaskanistakeholder merupakani teori yang menyatakani bahwa perusahaani 

bukanlahientitas yangi hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun iharus 

memberikanimanfaatikepada seluruhistakeholder. Hasil penelitianiini sejalan 

denganipenelitian terdahuluioleh Tofani et al (2020) yang menunjukkan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh positif signifikaniterhadap penyerapanianggaran. 

Penelitian Kuncoro (2013)  menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh terhadapipenyerapan anggaran. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitianimenyimpulkan bahwairegulasi tidak berpengaruh terhadap 

keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19 pada OPD Provinsi Riau. Pelaksanaan 

anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Covid-19 pada OPD Provinsi 

Riau. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya pelaksanaan anggaran   yang   baik   

akan meningkatkan penyerapan anggaran Covid-19. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Covid-19 pada OPD Provinsi Riau.  Hal 

ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi pemerintah 

dengan optimal akan mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan, sehingga 

akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran Covid-19. 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yaitu tidak dapat dilakukan 

wawancara dan mendampingi responden dalam mengisi kuesioner karena untuk 

antisipasi Covid-19, sehingga data yang didapatkan hanya sebatas jawaban yang ada 

pada kuesioner tersebut. Peneliti juga sulit mendapatkan data kuesioner dikarenakan 

responden sulit untuk dijumpai pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini 

juga memiliki nilai Adjusted R2 yang sangat rendah hanya sebesar 11,7% 

menunjukkani bahwa masihi banyak variabel ilain yang memiliki ikontribusi besari 

dalam mempengaruhii penyerapan anggaran covid-19. Untuk itu diharapkan peneliti 

selanjutnya lebih memikirkan strategi yang lebih mudah dalam proses penelitian 

dimasa pandemi seperti ini, misalnya: menggunakan google form yang lebih 

menarik, sehingga responden bersedia mengisi kuesioner yang peneliti sebarkan. 
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Peneliti selanjutnya juga dapat menambah ivariabel lain yang idiidentifikasii dapat 

mempengaruhi nilai ipenyerapan anggaran Covid-19. Variabe lain seperti, 

perencanaan anggaran, Sumber Daya Manusia, faktor administrasi, dan variabel 

lainnya. 

Penelitian ini memiliki implikasi bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam hal 

menyusun kebijakan   dalam   pengelolaan   keuangan   pemerintah   terkait   bencana   

Covid-19 serta kebijakan lain dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga. Pent ingnya 

pelaksanaan anggaran tepat waktu serta mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi dapat membantu penyerapan anggaran dilaksanakan 

tepat waktu. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur pada bidang akuntansi sektor 

publik khususnya akuntansi pemerintahan. 
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